BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf
e, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu
adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman  Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

p—t

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3634);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);



Menetapkan :

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda
adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah.

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dispenda
Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
sumber lain.

8. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah meliputi semua biaya yang
berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit
listrik.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang.

10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
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Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, serta penentuan
besarnya pajak yang terutang, sampai dengan Kkegiatan
penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Pajak Terutang adalah Pajak yang belum terbayar setelah 30
(tiga puluh ) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat Kketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.



21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Perpajakan Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding, berdasarkan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.



30. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Pajak.

BAB II
JENIS OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 2

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing
dengan asas timbal balik; dan

c. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu, yang tidak memerlukan ijin dari instansi
tehnis terkait.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan
yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib
Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual
Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan
biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh /variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;



b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan
harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Pasal 5

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

a.

penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain bukan
untuk Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam
sebesar 3% (tiga persen);

penggunaan tenaga listrik dan sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga
persen);

penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN)
sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4.

Pajak Penerangan Jalan = Tarif x Nilai Jual Tenaga Listrik

TR N2

(1)

()

(1)

N=(X)x(Y),dimanaX=axb

Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)
Kapasitas terpakai

Tarif Dasar Listrik (TDL)
Kapasitas tersedia

Jam Operasional

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 7

Pemungutan PPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a
dan huruf b dilaksanakan oleh PLN.

Dikecualikan dari Pasal 5 huruf ¢ pemungutan Pajak
Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh
Dispenda.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG,
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.



(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 9

Pajak terutang terjadi setelah diterbitkannya SKPD atau setelah
wajib pajak melaporkan SPTPD.

Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak
atau kuasanya.

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak.

(4) Bagi wajib pajak daerah yang usahanya
berhenti/tutup/bangkrut harus dinyatakan dalam surat
keterangan pailit dari pejabat yang berwenang dan melaporkan
kepada Bupati.

(5) Utang pajak daerah sebelum tanggal pernyataan pailit harus
tetap dilunasi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN,
DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat
pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKFPD,
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
a. kas daerah pada Bank Kaltim Cabang Tenggarong atau Bank
lain yang ditunjuk; dan
b. tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD
yang dikeluarkan oleh Dispenda.

(4) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan

' penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.



(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

Pasal 12

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 13
Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.



(1)

(2)

(3)
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(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 14

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; dan

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan daerah.

RMoQ0 o

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap
sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Pasal 15

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.



(2)

(3)

(1)

3)

(4)

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 17

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

(1)

(2)

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;



b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak
benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD,;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan Lketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.



(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 21

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak
kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

(1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan /pencatatan
yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan
yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran
usaha.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak
dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dispenda
dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak
guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar
pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.

Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur
penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan
usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Bupati atau pejabat berwenang dapat melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Nopember 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Nopember 2011

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI

HAPM. Wmno/éﬁm.

BERITA DAER%BUPATEN KUTAI KEARTANEGARA TAHUN 2011
NOMOR 44



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2011 TANGGAL 14 NOPEMBER 2011
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN.

Tarif Dasar Listrik berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan :

a. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Rumah Tangga :

No. Gol. Tarif Batas REGULAR PRA
Daya Biaya Beban Biaya Pemakaian BAYAR
(Rp/kVA/bulan (Rp/kWh ) {Rp./kWh)
415
1. | R-1/TR 450 VA 11.000 BlokI :0s.d. 30kWh :169
Blok II : diatas 30 kWh
s.d. 60 kWh : 360
Blok III : diatas 60 kWh : 495
2. | R-1/TR 900 VA 20.000 BlokI :0s.d. 20kWh :275 605
Blok II : diatas 20 kWh
s.d. 60 kWh : 445
Blok III : diatas 60 kWh : 495
3. | R-1/TR 1.300 VA *) 790 790
4. | R-1/TR 2.200 VA *) 795 795
5. | R-1/TR 3.500 VA *) 890 890
5.500 VA *)
6. | R-3/TR 6.600 VA *) Blok1 :HI1 x 890 1.330

Blok II : H2 x 1.380

Catatan :
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
RM1 = 40 ( Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.
**) Diterapkan Rekening Minimum n( (RM) :
RM2 = 40 { Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA ) x Biaya Pemakaian Blok I.
Jam Nyata : kWA perbulan di bagi dengan kVA tersambung.
H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyata rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).
H2 : Pemakaian listrik (kWh ) - H1
Besar persentase batas hemat dan jam nyata rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan
Perseroan ( Persero ) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral.

I



b. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Bisnis

No. Gol. Tarif Batas Daya REGULAR PRA
Biaya Beban Biaya Pemakaian (Rp / kWh) dan BAYAR
(Rp/kVA/bula Biaya kVArh ( Rp / kVAarh) (Rp./
n kWh)
1. | B-1/TR 450 VA 23.500 BlokI :0s.d.30kWh : 254 535
Blok I : diatas 30 kWh : 420
2. | B-1/TR 900 VA 28.500 BlokI :0s.d. 108 kWh : 420 630
Blok II : diatas 108 kWh : 465
3. | B-1/TR 1.300 VA *) 795 795
4. | B-1/TR 2.200 VA *) 905 905
s.d 5.500
VA
5. | B-2/TR 6.600 s.d **) BlokI :H1 x900 1.100
200 kVA Blok I : H2 x 1.380
5.500 VA
6. | B-3/TM Di atas 200 ) Blok1 WBP =K x 800 -
kVA Blok LWBP = 800
kVArh = 905 ****)
Catatan :

*)  Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
RM1 = 40 (Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.
**) Diterapkan Rekening Minimum n{ (RM) :
RM2 = 40 ( Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA ) x Biaya Pemakaian Blok I.
***) Diterapkan Rekening Minimum ( RM) :
RM3 = 40 ( Jam Nyata) X Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.
Jam Nyata : kWh perbulan dibagi dengan kVA tersambung.
H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyata rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).
H2 : Pemakaian listrik (kWh ) - H1
*~*%) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata
setiap bulan kurang dari 0,85 ( delapan puluh lima per seratus ).
Besar persentase batas hemat dan jam nyata rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan
Perseroan ( Persero ) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral.
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem
kelistrikan setempat ( 1,4 s K s 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan ( Persero)
PT. Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.




c. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Industri

No. Gol. Tarif Batas Daya REGULAR PRA
Biaya Beban | Biaya Pemakaian (Rp / kWh) dan BAYAR
(Rp/kVA/bula Biaya kVArh ( Rp / kVAarh) (Rp./
n kWh)
1. | I-1/TR 450 VA 26.000 BlokI :0s.d.30kWh : 160 485
Blok II : diatas 30 kWh : 395
2. |I-1/TR 2900 VA 31.500 BlokI :0sd.72 kWh : 315 600
Blok II : diatas 72 kWh : 405
3. |I-1/TR 1.300 VA *) 765 765
4. | I-1/TR 2.200 VA *) 790 790
5. | I-1/TR 3.500 VA **) 915 915
s.d 14 kVA
6. | I-2/TR Di atas 14 **) BlokI WBP =Kx 800 -
kVA s.d. Blok LWBP =800
200 kVA kVArh = 875 **i¥)
7. | I-3/T™M Diatas 200 **) BlokI WBP =Kx 680 -
kVA Blok LWBP =680
kVArh =735 ***¥)
8. | I-4/TT 30.000 kVA k) Blok WBP dan LWBP = 605 -
ke atas kVarh = 605 ***¥)
Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
RM1 = 40 ( Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.
**)  Diterapkan Rekening Minimum n( (RM):
RM2 = 40 ( Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA ) x Biaya Pemakaian Blok L.
**%) Diterapkan Rekening Minimum ( RM) :
RM3 = 40 ( Jam Nyata) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.
Jam Nyata : kWh perbulan dibagi dengan kVA tersambung.
H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyata rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).
H2 : Pemakaian listrik (kWh ) - H1
*++*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata
setiap bulan kurang dari 0,85 ( delapan puluh lima per seratus ).
Besar persentase batas hemat dan jam nyata rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan
Perseroan ( Persero ) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral.
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem
kelistrikan setempat ( 1,4 < K s 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan ( Persero)
PT. Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.




d. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah Dan Penerangan
Jalan Umum

No. Gol. Tarif Batas Daya REGULAR PRA
Biaya Beban Biaya Pemakaian (Rp / kWh) dan BAYAR
(Rp/kVA/bula Biaya kVArh ( Rp / kVAarh) (Rp./
n kWh)
1. | P-1/TR 450 VA 20.000 575 685
2. { P-1/TR 900 VA 24.600 600 760
3. | P-1/TR 1.300 VA *) 880 880
4. { P-1/TR 2.200 VA *) 885 885
s.d. 5.500
VA
5. | P-1/TR 6.600 VA **) BlokI :H1 x885 1.200
s.d 200 Blok II : H2 x 1.380
kVA
6. | P-2/TM Di atas *r¥) Blok WBP =Kx750 -
200 kVA Blok LWBP =750
kVArh = 825 ***¥)
7. { P-3/TR - **) 820 820
Catatan :

*)  Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
RM1 = 40 ( Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.
**)  Diterapkan Rekening Minimum n( (RM) :
RM2 = 40 ( Jam Nyata ) x Daya tersambung (kVA ) x Biaya Pemakaian Blok I.
**%) Diterapkan Rekening Minimum { RM) :
RMS3 = 40 ( Jam Nyata) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.
Jam Nyata : kWh perbulan dibagi dengan kVA tersambung.
H1 : Persentase batas hemat terhadap jam nyata rata-rata nasional x daya tersambung (kVA).
H2 : Pemakaian listrik (kWh ) - H1
**+*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVarh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata
setiap bulan kurang dari 0,85 ( delapan puluh lima per seratus ).
Besar persentase batas hemat dan jam nyata rata-rata nasional ditetapkan oleh Direksi Perusahaan
Perseroan ( Persero ) PT Perusahaan Listrik Negara dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral.
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem
kelistrikan setempat ( 1,4 s K < 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan ( Persero)
PT. Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.




e. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Traksi :

No. Gol. Tarif Batas Daya Biaya Beban Biaya Pemakaian (Rp / kWh) dan
(Rp/kVA/bulan Biaya kVArh ( Rp / kVAarh)
1. | T-/TM Diatas 200 25.000 *) Blok WBP = Kx390
kVA Blok LWBP = 390
kVArh = 665*)
Catatan :

*  Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk :
a. daya maksimum bulanan >0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya
maksimum terukur.

b. daya maksimum bulanan < 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50 % daya
tersambung terukur.

**) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata
setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
K

: Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban
sistem kelistrikan

setempat ( 1,4 £ K = 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan
Perseroan ( Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

f. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Penjualan Curah ( Bulk) :

No. Gol. Tarif Batas Daya Biaya Beban Biaya Pemakaian (Rp / kWh) dan
{Rp/kVA/bulan Biaya kVArh ( Rp / kVAarh)
1. | C-/TM Diatas 200 30.000 Blok WBP = Kx445
kvA Blok LWBP = 445
kVArh = 595%
Catatan :

* Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata
setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban

sistem kelistrikan setempat ( 1,4 s K s 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan
Perseroan ( Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP

: Luar Waktu Beban Puncak.




g. Tarif Dasar Listrik Untuk Keperluan Layanan Khusus

| No. ] Gol. Tarif Batas Daya { Biaya Beban ’ Biaya Pemakaian (Rp / kWh) dan
f | (Rp/kVA/bulan | Biaya kVArh ( Rp / kVAarh)
i
r i
| 1 |L/TR,T™, TT | . l - 1.450 %)
Catatan :

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat

dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam huruf a,b,c,d,e,dan f, Peraturan

Menteri tersebut, yaitu :

a. ekspor, Impor dengan pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin
operasi.

b. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi maksimum 24
(dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang.

¢. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau
hanya sebagai cadangan pasokan.

d. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan
pembayaran terpusat, atau.

{ e adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus |

|  untuk keperfuan bisnis dan industri dengan daya diatas 200 kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Keterangan :

| *) Sebagai tarif maksimum.

-‘L Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali “ N dengan

nilai “ N “ tidak lebih dari 1 (satu).

RUMUS
BESARNYA

TDL/KWH X JAM X HARI X TARIF X % KENA PPJ
A B % D X

200 24 30 1,5% X 10%

200X 24X301,5%X10% =31, 84

200 Standar TDL dari PLN ada klasifikasi
B I11 KUTAI EGARA,

N

N

RITA WIDYAS



